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Frenadin Adegustara
Universitas Andalas

Abstract

; management has an important role in fulfilling the lives of many people. Exactly
Constitution Article 33 paragraph (3) provide the foundation of authority and
the state in regulating the use and management of water resources, which states "The
natural resources contained in it are controlled by the state and used for the people's
N-up to the implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, has
that were interchanged, namely Act No. 11 of 1974 on Water Resources, later
No. 7 of 2004 on Water Resources. The dynamics of implementation of Act No. 7 of
in a number of executive regulations which lead to the emergence of fears of the loss
“the meaning of "is used for prosperity of the people" has tested it unleashed a storm
n 2004 by the Constitutional Court. In connection with the above, there are at least
sed research paper in this paper, namely (1) what is the consideration of the
Act No. 7 of 2004 by the judges of the Constitutional Court ?; (2) how the
f building the legal system related to water resources management in the post-
1e Act No. 7 of 2004? In order to answer the two problems above, the method of
tudy of Act with the pattern: (a) statute approach; (b) case approach; (c) conceptual
esults of research and discussion in accordance with the focus of the problem can be
llows: A) There are 5 things that became the basis of the cancellation of the Act No. 7
Court: (a) Each water utilization should not undermine and negate the right of the
in addition controlled by the State, water intended for the greater welfare of the
State should meet people's right to water as a human right under Article 28, first
f the 1945 Constitution should be the responsibility of the Government; (c) Water
uld be given environment; (d) As a branch of production which affects the lives of
in according to Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution should be in the
control of the State absolutely; (e) water management rights belong to the State, the
yrity given water utilization are corporates state and/or corporates local government.
squence of the post-cancellation Act 7 of 2004 confirmed that Act No. 11 of 1974
ation reinstated by the Constitutional Court. Judging from building the legal system
s arise as follows: (A) The implementing regulations of Act No. 7 of 2004 as the
julation, Presidential Regulation, Regulation and Regional Regulation which contains
"remember” include Act No. 7 of 2004 to be "null and void" or "irrevocable”;(B) Not
iting regulations were born after the canceled Act No. 7 of 2004 using the Act No. 11
1sis for the birth of legal norms.

cellation Act 7/2004, the consequences of further regulation.

LUAN negara terhadap sumberdaya alam
ah satu sektor pengelolaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat
am, kegiatan pengelolaan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

memiliki peranan penting Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan:
i hajat hidup orang banyak. Bumi, air dan kekayaan alam yang
itu. ketentuan hukum dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
1gan memberikan wewenang dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar
awab negara dalam mengatur kemakmuran rakyat.
1 pengelolaan sumberdaya air. Ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945
dengan konsep penguasaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
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No.7 Tahun 2004 tentang

jang ini menyatakan bahwa
nggaraan pemanfaatan  air
bentuk Hak Guna Air, yaitu
Air dan Hak Guna Usaha Air.
kai  Air diberikan kepada
n bagi pertanian rakyat yang
ystem irigasi sedangkan Hak

Air  diberikan  kepada
W Badan Usaha. Ketentuan ini
aannya cenderung membuka
sasi dan komersialisasi yang
arakat. Sejak terbitnya PP No.
‘entang Pengembangan Sistem
Minum (PP SPAM), semakin
latnya peran swasta dalam
Hak Guna Pakai Air menurut
a Air hanya dinikmati oleh
mengambil dari sumber air,
umen yang menikmati air siap
1 didistribusikan.

Konstitusi kemudian
secara  keseluruhan  atas
UU  No.7/2004  tentang
r melalui Putusannya Nomor
3. MK menyatakan bahwa
'a Air bertentangan dengan
alam pertimbangannya MK
ihwa sebagai unsur yang
. hidup orang banyak, sesuai
2) dan (3) haruslah dikuasai
lingga dalam pengusahaan air
batasan ketat sebagai upaya
rian dan ketersediaan air bagi

ang menjadi dasar pembatalan
IK yaitu :
guasahaan air tidak boleh
I dan meniadakan hak rakyat
ain dikuasai Negara, air
untuk sebesar-besar
1 rakyat.
1Is memenuhi hak rakyat atas
salah satu hak asasi manusia
arkan Pasal 28 | ayat (4) UUD
; menjadi tanggung jawab

3. Pengelolaan  air  harus
kelestarian lingkungan

4. Sebagai cabang produksi yang penting
yang menguasai hajat hidup orang banyak
maka menurut Pasal 33 ayat (2) UUD
1945 harus dalam pengawasan dan
pengendalian Negara secara mutlak.

5. Hak pengelolaan air mutlak milik Negara
maka prioritas utama yang diberikan
pengusahaan air adalah BUMN dan
BUMD
Jika masih terdapat ketersediaan air dan

masih dimungkinkan untuk diberikan izin

kepada pihak swasta oleh Pemerintah dengan
syarat-syarat tertentu.

Untuk itu penelitian ini mengkaji (1)
Bagaimana tipe dan karakteristik pengelolaan
sumberdaya air? (2) Bagaimana pola
pengaturan pengelolaan sumberdaya air pasca
dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air oleh Mahkamah Konstitusi?

mengingat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya
bertolak dari kaedah-kaedah normatif yang
disebut dengan penelitian hukum normatif
semata yakni menelusuri dan menelaah
hakekat norma yang terkait dengan
pengelolaan sumberdaya air, terutama dari
aspek  hukum perundang-undangan dan
putusan peradilan (dalam hal ini putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
Disinergikan melalui pendekatan socio-legal,
penelitian ini ingin mengkaji tentang pola
pengaturan pengelolaan sumberdaya air dalam
kaitannya dengan konsep hak menguasai
negara dengan menggunakan perspektif
hukum, baik hukum negara maupun hukum
adat. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah
untuk mengenali tipe dan karakteristik
pengelolaan  sumberdaya air, kemudian
menemukan pola pengaturan pengelolaan
sumberdaya air yang sinkron dengan hakekat
yang dikehendaki oleh konstitusi yang terkait
dengan  pengelolaan dan  pemanfaatan
sumberdaya alam.
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i ini akan menggunakan
‘ode pengolahan dan analisis
Uraian kegiatan pengolahan
meliputi: (1) reduksi data, (2)
dan penyajian data dan (3)
penelitian serta penarikan
jyiatan analisis data dilakukan
dengan proses pengolahan
telah dimulai sejak awal
ta.

N PEMBAHASAN

Karakteristik Pengelolaan
Air sebelum dibatalkannya
1 2004 tentang Sumber Daya

konstitusional pengelolaan
dinyatakan dalam Pasal 33
yat (5) UUD 1945 sebagai

air dan kekayaan alam yang
di dalamnya dikuasai oleh
dipergunakan untuk sebesar-
muran rakyat”.

lebih  lanjut  mengenai
pasal ini diatur dalam

ing”.

menegaskan prinsip “hak

ara atas sumberdaya alam
99

oerdaya air”. Prinsip ini
» dan karakteristik utama

aan sumberdaya alam di
lanjutnya  jabaran  norma
igaimana dimaksud dalam

ma konstitusi ini dilaksanakan
at (1) UU No. 7 Tahun 2004
daya Air yang menyebutkan
air dikuasai oleh negara dan
untuk sebesar-besar
yat”.
1a dari hak menguasai negara
ngan negara memiliki. Hak
‘a terfokus kepada penguasaan
Iblik yang berorientasi kepada
ara c.g. pemerintah melalui
nggunaan, pengendalian agar

sumberdaya air bernilai secara berkelanjutan
dan optimal untuk kepentingan orang banyak.

Hal ini tercermin dari makna pengelolaan
sumberdaya air dalam Pasal 1 angka 7 UU No.
7 Tahun 2004 “upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air”.

Penguasaan negara atas sumberdaya air
ditentukan secara normatif dalam wujud hak
guna air sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6
ayat (4) UU NO. 7 Tahun 2004.

Jabaran lebih lanjut sosok hak guna air
dibedakan atas hak guna pakai air dan hak
guna usaha air sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 7 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 2004.
Penerapan hukum hak guna pakai air dan hak
guna usaha air oleh pemerintah diwujudkan
melalui instrumen izin. Ditinjau dari aspek
hukum administrasi membuktikan bahwa
instrumen izin merupakan andalan bagi
pemerintah untuk mengemudikan
mengarahkan agar dalam  pemanfaatan
sumberdaya air dapat dikendalikan sesuai
dengan prinsip kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam UU No. 7 Tahun 2004
ditemui adanya makna atas pola pengelolaan
sumberdaya air sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 angka 8 yakni “kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air”.

Adapun kerangka dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 7
Tahun 2004, kemudian dijabarkan dalam
jelamaan norma asas (Pasal 2), cara mengelola
(Pasal 3), fungsi (Pasal 4) dan jaminan negara
atas hak setiap orang mendapatkan air (Pasal
5). Kerangka dasar yang demikian merupakan
bagian yang termasuk sebagai tipe dan
karakteristik pengelolaan sumberdaya air.

Tipe dan Kkarakteristik utama dari
pengelolaan sumber daya air “hak menguasali
negara” dan “dipergunakan sebesar-besarnya
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nuran  rakyat”, kemudian
lanjut dalam UU No. 7 Tahun
tipe dan karakteristik yang
, yakni :

:ngelolaan Sumber Daya Air
3s-asas pengelolaan sumber
nyatakan secara tegas dalam
No. 7 Tahun 2004:

1 air dikelola berdasarkan asas
eseimbangan,  kemanfaatan
uan dan keserasian, keadilan,
serta  transparansi dan

ing makna dari asas yang
skan dalam Penjelasan Pasal 2,

arian mengandung pengertian
agunaan sumber daya air
dengan menjaga kelestarian
1ya air secara berkelanjutan.
seimbangan mengandung
mbangan antara fungsi sosial,
in hidup, dan fungsi ekonomi.
nfaatan Umum mengandung
a pengelolaan sumber daya air
Intuk memberikan manfaat
1 bagi kepentingan umum
n efisien.

rpaduan dan Keserasian
ngertian bahwa pengelolaan
ir dilakukan secara terpadu
kan keserasian untuk berbagai
:ngan memperhatikan  sifat
namis.

ilan mengandung pengertian
1an sumber daya air dilakukan
seluruh lapisan masyarakat di
r sehingga setiap warga negara
oleh kesempatan yang sama
Jan menikmati hasilnya secara

emandirian mengandung
a pengelolaan sumber daya air
n memperhatikan kemampuan
sumber daya setempat.

sparansi dan Akuntabilitas
ngertian bahwa pengelolaan

sumber daya air dilakukan secara terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Hakikat asas ini mengandung makna
bahwa semua substansi norma yang terdapat
dalam UU No. 7 Tahun 2004 terkait dengan
segala perbuatan dalam melakukan
pengelolaan sumber daya air di Indonesia
tidak boleh bertentangan dengan asas-asas ini.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu,

dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3 :

Sumber daya air dikelola secara
menyeluruh, terpadu, dan berwawasan
lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan
kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan pengelolaan
sumber daya air secara menyeluruh
mencakup semua bidang pengelolaan yang
meliputi  konservasi, pendayagunaan, dan
pengendalian daya rusak air, serta meliputi
satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh
yang mencakup semua proses perencanaan,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan pengelolaan
sumber daya air secara terpadu merupakan
pengelolaan yang dilaksanakan dengan
melibatkan semua pemilik  kepentingan
antarsektor dan antarwilayah administrasi.

Yang dimaksud dengan pengelolaan
sumber daya air berwawasan lingkungan
hidup adalah pengelolaan yang
memperhatikan keseimbangan ekosistem dan
daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan pengelolaan
sumber daya air berkelanjutan adalah
pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya
ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang
tetapi juga termasuk untuk kepentingan
generasi yang akan datang.

3. Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai
fungsi sosial, lingkungan hidup dan
ekonomi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4:

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial,

lingkungan hidup, dan ekonomi yang
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an Pengabdian Kepada Masyarakat



™ ‘k‘\
VT gt

) F

s
D |-

Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017

dan diwujudkan secara
1 air mempunyai fungsi sosial
sumber daya air untuk
am lebih diutamakan daripada
vidu.
ya air mempunyai fungsi
up berarti bahwa sumber daya
jian dari ekosistem sekaligus
kelangsungan hidup flora dan

ya air mempunyai fungsi
bahwa sumber daya air dapat
untuk menunjang kegiatan

gara atas Hak Setiap Orang
Japatkan Air Bagi Kebutuhan

nal sehari-hari.

jamin hak setiap orang untuk

iir bagi kebutuhan pokok
wri-hari - guna  memenuhi
yang sehat, bersih, dan

1i dimaksudkan bahwa negara
nggarakan berbagai upaya
ketersediaan air bagi setiap
inggal di wilayah Negara
ublik  Indonesia.  Jaminan
Ji tanggung jawab bersama
tah dan pemerintah daerah,
amnya menjamin akses setiap
r air untuk mendapatkan air.
uhan pokok minimal sehari-
ir ditentukan berdasarkan
itetapkan Pemerintah

JU No. 7 Tahun 2004 dalam

telah ditetapkan beberapa
ananya seperti :
16 Tahun 2005 tentang

gan Sistem Penyediaan Air
agai pelaksanaan Pasal 40 UU
1 2004;

Tahun 2006 tentang Irigasi
aksanaan Pasal 41 UU No. 7

42 Tahun 2008 tentang
1 Sumber Daya Air sebagai

pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12

ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat

(5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3),

Pasal 27 ayat (4), pasal 28 ayat (3), Pasal

31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3),

Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal

53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57

ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat

ayat (5), Pasal 62 ayat ayat (7), Pasal 63

ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal

81 dan Pasal 84 ayat (2) UU No. 7 Tahun

2004;

d. PP No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12
ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat
(3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2),
Pasal 60, Pasal 69 dan Pasal 76 UU No. 7
Tahun 2004;

e. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3),
Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2)
UU No. 7 Tahun 2004;

f. PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa
sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3),
Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2)
UU No. 7 tahun 2004;

g. PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna
Air sebagai pelaksanaan pasal 10 UU No.
7 tahun 2004.

Perjalanan penerapan UU No. 7 Tahun
2004 berikut dengan peraturan pelaksananya,
kemudian telah menuai badai dengan adanya
gugatan yang diajukan oleh organisasi,
sekelompok masyarakat, maupun indvidu yang
hendak mempersoalkan beberapa pasal yang
terdapat dalam UU No. 7 tahun 2004. Gugatan
yang dimaksud untuk melakukan penilaian
atas norma tersebut kepada  Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang
menurut UUD 1945.

Telahan atas gugatan tersebut berikut
dengan segala bahan pertimbangan yang telah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 17 September 2014 dan diucapkan
dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 18 Februari 2015 merupakan
bahasan dalam tulisan ini.
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turan Pengelolaan Sumber
dibatalkannya UU No.7
tang Sumberdaya Air oleh
1stitusi
perlu menegaskan bahwa di
<naan bahwa bumi dan air dan
yang terkandung di dalamnya
negara dan dipergunakan
kemakmuran rakyat
bahwa dalam pandangan para
khususnya perumus UUD
salah satu unsur yang sangat
nendasar dalam hidup dan
lusia atau menguasai hajat
yak. Sebagai salah satu unsur
kehidupan manusia yang
t hidup orang banyak, air
i oleh negara (vide Pasal 33
t (3) UUD 1945). Berdasarkan
tersebut, maka  dalam
- harus ada pembatasn yang
bagai upaya untuk menjaga
keberlanjutan ketersediaan air
bangsa (vide Pasal 33 ayat (4)

dengan adanya pembatasan
aan air sebagaimana uraian di
jut Mahkamah memberikan
san sebagai butir menimbang
i

bahwa pembatasan pertama
ngusahaan atas air tidak boleh
mengesampingkan, apalagi
_ rakyat atas air, karena bumi
yaan alam yang terkandung di
| harus dikuasai oleh negara,
anya adalah untuk sebesar-
an rakyat.

pembatasan kedua adalah
irus memenuhi hak rakyat atas
1a dipertimbangkan di atas,
ir adalah salah satu hak asasi
Pasal 28I ayat (4) menentukan
pemajuan, penegakan, dan
(k asasi manusia adalah
negara, terutama pemerintah”.
bahwa sebagai pembatasan
ngingat kelestarian lingkungan

hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi
manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
menentukan, “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.

Menimbang bahwa pembatasan keempat
adalah bahwa sebagai cabang produksi yang
penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak yang harus dikuasai oleh negaa (vide
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang
menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar  kemakmuran rakyat maka
pengawasan dan pengendalian oleh negara atas
air sifatnya mutlak.

Menimbang bahwa pembatasan kelima
adalah sebagai kelanjutan hak menguasai
negara dan karena air merupakan sesuatu yang
sangat menguasai hajat hidup orang banyak
maka prioritas utama yang diberikan
pengusahaan atas air adalah Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang bahwa apabila setelah semua
pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi
dan ternyata masih ada ketersediaan air,
pemerintah  masih  dimungkinkan  untuk
memberikan izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air dengan
syarat-syarat tertentu dan ketat.

Khusus telaah terhadap eksistensi Pasal 33
ayat  (3) uubD 1945, Mahkamah
berkesimpulan bahwa akses terhadap air
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal
ini diperkuat oleh pandangan masyarakat
Internasional yang  tercermin dalam
penerimaan Komite PBB untuk Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya terhadap
Komentar Umum  (General = Comment)
mengenai hak atas kesehatan sebagaimana
dicantumkan dalam Article 12 (1) ICESCR
yang telah dikutip dalam putusan Mahkamah
tersebut, yang menyatakan “The States Parties
to the present Covenant recognize the right of
everyone to the enjoyment of the highest
attainablestandard of physical and mental

health”.
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mbangan putusan dimaksud,
injutnya mengatakan, antara
Umum tersebut menafsirkan
tan sebagai hak inklusif yang
aja pelayanan kesehatan yang
an layak tetapi juga meliputi
1g menentukan kesehatan yang
salah satu di dalamnya adalah
ir minum yang aman. Pada
omite selanjutnya mengakui
hadap air adalah sebagai hak
sendiri”. Oleh karena itu,
kemudian menegaskan bahwa
< asasi, maka negara wajib
‘0 respect), melindungi (to
ilemenuhinya (to fulfil). Pada
Mahkamah juga menekankan
oek hak asasi atas air tersebut,
‘matan, perlindungan dan
tidak hanya menyangkut
ang tetapi juga harus dijamin
lya untuk masa depan, karena
istensi manusia.
lain terdapat pertimbangan
Jagian dari hak asasi, sumber
pat dalam air juga diperlukan
mnemenuhi kebutuhan lainnya,
ngairan pertanian, pembangkit
lan untuk keperluan industri,
i andil penting bagi kemajuan
sia dan menjadi faktor penting
sia untuk dapat hidup layak.
Putusan Nomor 058-059-060-
4 dan Nomor 008/PUU-

pertimbangan di atas, dapat
keberadaan air dari dua aspek
(1) bagian dari hak asasi yang
, dilindungi dan dipenuhi; (2)
i yang menelaah sumber daya
pada air juga diperlukan
Ik memenuhi  kebutuhan
dian Mahkamah menentukan
titusionalitas UU SDA.
abutnya UU No.7/2004 oleh
stitusi, maka untuk mencegah
wm hingga dibentuknya UU
Mahkamah Konstitusi

menghidupkan kembali UU No.11 Tahun

1974 tentang Pengairan.

Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No0.11/1974
memberikan arti air dan sumber-sumber air
sebagai pemahaman dasar terkait dengan
pengelolaan sumber daya air :

Air adalah semua air yang terdapat di
dalam dan atau berasal dari sumber-sumber
air, baik yang terdapat di atas maupun di
bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam
pengertian ini air yang terdapat di laut (angka
3).

Sumber-sumber air adalah tempat-tempat
dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di
atas maupun di bawah permukaan (angka 4).
Karenanya air beserta sumbernya harus
dilindungi dan  dijaga  kelestariannya
disamping air tersebut mempunyai fungsi serta
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Disinilah terdapat konsep
menguasai Negara. Dengan adanya hak
menguasai  Negara tersebut, memberikan
kewenangan kepada Pemerintah sebagaimana
tertuang pada Pasal 3 ayat (2) untuk :

a. Mengelola serta mengembangkan
kemanfaatan air dan atau sumber-sumber
air.

b. Menyusun, mengesahkan, dan atau
member izin berdasarkan perencanaan
dan perencanaan teknis tata pengaturan
air dan tata pengairan

c. Mengatur, mengesahkan, dan atau
memberi izin peruntukan, penggunaan
penyediaan air, dan atau sumber-sumber
air.

d. Mengatur, mengesahkan dan atau
memberi izin penguasahaan air dan atau
sumber-sumber air.

e. Menentukan dan mengatur perbuatan-
perbuatan  hukum dan  hubungan-
hubungan hukum antara orang dan atau
badan hukum dalam persoalan air dan
atau sumber-sumber air
Dalam pelaksanaannya UU No.11/1974

menyatakan bahwa Negara tetap menghormati

hak masyarakat hukum adat sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional.
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| setelah dibatalkan UU No. 7
itang Sumber Daya Air oleh
nstitusi, lebuh lanjut perlu
tensi peraturan pelaksana dari
dalam putusan Mahkamah
a sekali tidak menegaskan
llow up “nasib” peraturan
telah ada”. Demikian pula

eksistensi peraturan pelaksana yang dibuat
dengan mengacu kepada UU No. 11 Tahun
1974, apakah telah bersesuaian dengan makna
“hak  menguasai negara”  sebagaimana
dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.

Tindak lanjut yang dimaksud diwujudkan
melalui instrumen “regelendaad” dengan
mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

dan dasar pertimbangan terhadap peraturan

Peraturan

Dasar pertimbangan

merintah Nomor 22 Tahun 1982
Pengaturan Air

)merintah Nomor 121 Tahun 2015
yjusahaan Sumber Daya Air

smerintah Nomor 122 Tahun 2015
:m Penyediaan Air Minum

ymerintah Nomor 37 Tahun 2012
jelolaan Daerah Aliran Sungai

enteri Pekerjaan Umum Dan

Rakyat Republik Indonesia Nomor
015 Tentang Rencana Dan Rencana
Pengaturan Air Dan Tata Pengairan

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2015 Tentang Kriteria Dan

tatus Daerah Irigasi

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2015 Tentang Eksploitasi dan

n Jaringan Irigasi Tambak

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor

Tetap diberlakukan, karena terbitnya PP ini didasarkan pada
UU No. 11 Tahun 1974

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka
mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran
Sungai

bahwa guna memperoleh tata pengaturan air dan tata
pengairan yang baik, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan mempunyai wewenang dan
tanggungjawab dalam menyusun perencanaan dan
perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.

bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan
tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan
kemanfaatan air atau sumber air dengan menetapkan
status daerah irigasi

a.bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggungjawab
untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan
berupa antara lain jaringan irigasi tambak secara lestari dan
untuk mencapai daya

guna sebesar-besarnya.

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang- Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-
bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota

a.bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
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Peraturan

Dasar pertimbangan

2015 Tentang Pengelolaan Aset

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2015 Tentang Penetapan Garis
ungai dan Garis Sempadan Danau

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2015 Tentang Izin Penggunaan Air
mber Air

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2016 Tentang Tata Cara Perizinan

1 Sumber Daya Air dan Penggunaan
a Air

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2016 tentang Pemberian Dukungan
intah Pusat dan/atau Pemerintah
m Kerjasama Penyelenggaraan
ediaan Air Minum

enteri Pekerjaan Umum Dan

Rakyat Republik Indonesia Nomor

2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemerintah Dan Badan

m Pemanfaatan Infrastruktur Sumber

1ituk Pembangunan Pembangkit

ga Air/Pembangkit Listrik Tenaga

embangkit Listrik Tenaga

Pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk
mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa
antara lain pengelolaan aset irigasi dan pendukung
pengelolaan irigasi secara lestari serta untuk mencapai daya
guna sebesar-besarnya

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi
kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota

bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung
jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan
sumber air dan/atau sumber-sumber air bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi
daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan
sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6), Pasal
23, Pasal 26, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 121
Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982 tentang Tata Pengaturan Air serta sejalan dengan paket
kebijakan ekonomi kabinet kerja terkait dengan
penyederhanaan perizinan, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian
Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan ~ Sistem
Penyediaan Air Minum

a.bahwa untuk mencapai ketahanan energi, Pemerintah
telah menetapkan pada Tahun 2025 untuk peran Energi Baru
dan Energi Terbarukan harus mencapai minimum 23% (dua
puluh tiga persen) sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional dan pada Tahun 2050 paling
sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sepanjang nilai
keekonomiannya terpenuhi.

b.bahwa untuk mencapai ketahanan energi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan peningkatan
kemanfaatan infrastuktur sumber daya air melalui kerjasama
pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan
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Peraturan

Dasar pertimbangan

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2016 tentang Pelaksanaan

wraan Sistem Penyediaan Air Minum
:nuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan

enteri Pekerjaan Umum Dan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
2016 tentang Penyelenggaraan
ediaan Air Minum

infrastruktur berupa pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro /
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

c.bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah dapat mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama
pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan
kewenangan masing- masing.

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur
Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga
Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal
24, Pasal 32, Pasal 51, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum

eraturan di atas merupakan
uhan dari pemerintah untuk
yutusan MK pasca pembatalan
2004.

ut pasca pembatalan UU No. 7
lanjutnya Peraturan Menteri
im Dan Perumahan Rakyat
1esia Nomor 10/PRT/M/2015
1a Dan Rencana Teknis Tata
ir Dan Tata Pengairan
pola pengelolaan sumberdaya
No. 11 Tahun 1974. Hal ini
n konsideran menimbang butir
<an “bahwa guna memperoleh
air dan tata pengairan yang

Pekerjaan Umum dan
kyat berdasarkan Undang-
r 11 Tahun 1974 tentang
mpunyai  wewenang  dan

tanggungjawab dalam menyusun perencanaan
dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan
tata pengairan”. Lebih lanjut dalam Pasal 2
ayat (1) dan (2) peraturan tersebut mengatur
perihal “pola pengelolaan Sumber Daya Air”,
yakni :

(1) Rencana tata pengaturan air dan tata
pengairan berupa pola pengelolaan sumber
daya air.

(2) Pola pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air pada wilayah
sungai.

sumber daya air

Lebih lanjut pasal 4 s/d Pasal 7 dijelaskan
dalam diagram pola sebagai berikut :
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MEMPELAJARIKEBIJAKAN Y ANG BERLAKU DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAY A AIR

¥

[
| INVENTARISAS| DATA |

IDENTIFIKAS] KONDISI LINGKUNGAN
& PERMASALAHAN

TAHAP |

+

PERSIAPAN ‘

PEMAPARAN KONDISI UMUM SDA PADA

PKM I

PENYEMPURNAAN RUMUSAN MASALAH DAN KEMUNGHKINAN
PENGEMBANGANPOTENSI SDA

D o

ENYUSU SKENARIO
PENYUSUNAN ANALISIS
+

Penyusunan Strategi & Kebijakan Operasional
(Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS)

PKM 11

w

‘ PENYEMPURNAAN RANCANGAN POLA ‘

: 3
e ‘ PROSES PENETAPAN |
PENETAPAN 3

‘ POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ‘

Gbr 1. Diagram Penjelasan pasal 4 s/d Pasal 7

orkait  dengan  pengelolaan

Sungai (DAS), regulasi
hari ini berupa PP No. 37
entang Pengelolaan Daerah
Kajian lebih lenajut untuk
ek kebijakan hukum, diawali
lkan penelusuran terhadap
si. Penelusuran ini dilihat dari
nenimbang”, yakni sebagai

hwa sesuai ketentuan Pasal 3
lang Nomor 41 Tahun 1999
hutanan, dengan terjadinya
daya dukung Daerah Aliran
J dicirikan dengan terjadinya
1 longsor, erosi, sedimentasi
ceringan, yang dapat
@n terganggunya
in dan tata  kehidupan
maka daya dukung Daerah
ai harus ditingkatkan;

b. Butir b : bahwa sesuai ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air, sebagian
kewenangan pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya air dapat
diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

dalam rangka mendukung
terselenggaranya  pengelolaan  Daerah
Aliran Sungai.

Berdasarkan  butir-butir  “menimbang”
sebuah peraturan itu dikeluarkan, perlu
dijelaskan bahwa :

1. Pengaturan dari sudut materi yang diatur
bahwa persoalan “daya dukung daerah
aliran sungai” muncul untuk dikelola
terkait dengan keberadaan UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan
demikian dapat dikatakan berada dalam
ranah rezim hukum kehutanan;

2. Rujukan pasal 18 UU No. 7 Tahun 2004

tentang Sumberdaya Air terkait dengan
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daerah, setelah adanya
oleh Mahkamah Konstitusi,
;pek “landasan yuridis formal”
n peraturan, dengan sendirinya
ki legitimasi. Konsekuensinya
JU No. 11 tahun 1974 tentang
elalui putusan MK merupakan
(um yang sangat mendasar
oalkan”, sebab:
erlakunya UU No. 11 Tahun
ikarenakan dengan keputusan
(penetapan) melalui “gerbang
yolitik” dalam bahasa hukum
persetujuan bersama DPRRI
Presiden RI”, kemudian
lanjuti bahasa normatif yang
an dalam klausul ketentuan

<uan kembali UU No. 11
1974 dinyatakan melalui
keputusan hukum” berupa
Mahkamah Konstitusi, artinya
ilam ranah hukum.

atas menunjukkan adanya
“’gerbang  proses  politik”
1 UU No. 11 Tahun 1974
airan  melalui  penetapan
No. 7 tahun 2004 tentang
- dan ‘gerbang ranah hukum”
an  Mahkamah  Konstitusi
1 UU No. 7 Tahun 2004
)kan berlakunya kembali UU
74 tentang Pengairan.

mikian kajian aspek hukum
ormal” PP No. 37 tahun 2012
hukum, sedangkan “aspek
PP No. 37 Tahun 2012 guna
s rechts en wet vacuum?”,
1 dibentuk PP yang baru, atau
lari PP No. 37 tahun 2012~
an dengan isi yang terkandung
. tahun 1974.

ut peraturan pelaksana dalam
1 menteri yang terkait dengan
\S, seperti Peraturan Menteri
m Dan Perumahan Rakyat
2sia Nomor 28 /PRT/M/2015

Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
dan Garis Sempadan Danau sudah ditetapkan
berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 pasca
pembatalan UU No. 7 Tahun 2014. Meskipun
tidak secara eksplisit penyebutan pengelaolaan
DAS, namun tingkat korelasi terhadap
pengelolaan DAS sangat urgen/penting.

Hal di atas menunjukkan Kkajian praktik
hukum. Pada dasarnya praktik hukum
menyangkut dua aspek hukum, yaitu
pembentukan hukum dan penerapan hukum.
Permasalahan penerapan hukum antara lain
mengenai : interpretasi hukum, kekosongan
hukum (leemten in het recht), anti nomi dan
norma yang kabur (vage normen) (Philipus,
dkk., 2016).

Persoalan diberlakukannya UU No. 11
tahun 1974 pasca dibatalkannya UU No. 7
Tahun 2004 dan keberlakuan peraturan
pelaksana rezim UU No. 7 tahun 2004 dan UU
No. 11 Tahun 1974 merupakan Kkajian
keberlakuan  kaedah  hukum.  Bruggink
memaparkan ada tiga hal persoalan
keberlakuan kaedah hukum, yakni :

a. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah
hukum;

b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah
hukum;

c. Keberlakuan evaluatif kaidah hokum
(Bruggink, dkk., 1999).

Kondisi saat ini keberadaan UU No. 11 tahun
1974 berikut dengan peraturan pelaksana
rezim UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 11
Tahun 1974 lebih terfokus kepada keberlakuan
normatif dan evaluatif.

4. PENUTUP

1. Prinsip “hak menguasai negara atas
sumberdaya alam termasuk sumberdaya
air”, merupakan tipe dan karakteristik
utama dalam pengelolaan sumberdaya
alam di Indonesia. Esensi hak menguasai
negara dan diiringi dangan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk  kemakmuran
rakayat menghasilkan tipe dan
karakteristik turunannya, yakni :

- Asas-asas pengelolaan sumber daya air
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1 Sumber Daya  Air
n secara menyeluruh, terpadu,
rasan lingkungan hidup
1 Sumber Daya Air
fungsi sosial, lingkungan
konomi.
2gara atas Hak Setiap Orang
dapatkan Air Bagi Kebutuhan
mal sehari-hari
‘uran pengelolaan sumberdaya
ibatalkannya UU No.7 Tahun
ing Sumberdaya Air oleh
Konstitusi  dilaksanakan
1at Putusan MK, yakni :
1Saan negara atas air itu dapat
bilamana negara yang oleh
)eri mandat untuk membuat
d) masih memegang kendali
ksanakan tindakan pengurusan
(2) tindakan pengaturan
(3) tindakan pengelolaan
dan (4)tindakan pengawasan
sdaad).

31
995, Kamus Besar Bahasa
Penerbit Balai Pustaka,

rief  Sidharta, 2013, llmu

onesia Upaya Pengembangan

1 Sistematik Yang Responsif

‘erubahan Masyarakat, Genta

Yogyakarta.

1ell dkk., 2003, Pengelolaan

1 dan Lingkungan, Gadjah

arsity Press, Yogyakarta

999, Refleksi Tentang Hukum

a oleh Arief Sidharta), Citra

ti, Bandung.

Panghulu, 1., H., 1997,
Mustika Adadt Basandi
Minangkabau, Rodakarya,

arman dan Hengki Andora,
ola Hubungan Hukum
in Tanah Ulayat di Sumatera

Barat, Mimbar Hukum, Volume 26,
Nomor 3.

[7] Maria S Sumardjono, 2005, Kebijakan
Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta.

[8] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri
Djatmiati, 2016, Argumentasi Hukum,
Gadjah  Mada  University  Press,
Yogyakarta

[9] R.Van Dijk, Pengantar Hukum Adat
Indonesia, Cetakan IV

[10] Simon Fisher et. al, 2001, Mengelola
Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk
Bertindak, Zed Book, The British Council

[11] Sjahmunir AM., Pemerintahan Nagari
dan Tanah Ulayat, 2006, Andalas
University Press.

[12] Suharsini  Arikunto, 2006, Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,
Rineka Cipta, Jakarta.
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